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PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan
karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri
/ PHI / Tipikor Serang Kelas 1A dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya
tahun 2020 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di
tahun 2020.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A dalam
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan
ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas A selama Tahun 2020, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara)
maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat
dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke arah yang lebih baik di Tahun
2021,

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. 1., dan
diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja
selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi

peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas [A.

Serang, 04 Januari 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan
Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar
1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah

naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana
kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus
bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya,
sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat
terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan
apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus
menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah
Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri /
PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa mengacu kepada visi dan misi
Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung,
dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan

hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

B. Visi dan Misi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:
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“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A

4. Meningkatkan  Kredibilitas dan  Transparansi di  Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

C. Rencana Strategis ( RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA mengacu kepada kebijakan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.1.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah
Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam

melaksanakan tugas dan fungsinaya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

(98]

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

ChE .

Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung
RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi
dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang
mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A
adalah sebagai berikut :
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L

Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran

strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan

yang verkualiias.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas

[A untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

L

S

II.

Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata
dilakukan melalui peradilan elektronik

Layanan penyelesalan perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan
jarak jauh.

Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas 1A melalui diklat/diklat online.

Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas [A dengan indikator untuk mengukurnya adalah
berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan.

Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan

penyesuaian renovasi gedung kantor.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran

strategis sebagai berikut :

a.

Peningkatan penyelesaian perkara
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali

(%)
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¢. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Persentase 1si putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali secara lengkap dan tepat waktu.
d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran 1ni diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara
yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan.
e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).
Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini
adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri /

PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.
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BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang
Kelas A dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Tahun 2020
Putus Sisa Persentase
Tahun Tahun  penyelesaian
o 2020 2020 Perkara

Biasa 84,34
Cepat 0 10 10 0 100,00
Anak 3 42 43 2 95,56
Pra 1 10 11 0 100,00
Peradilan
Tilang 0 38.072 38.072 0 100,00
Tipikor 9 14 15 8 65,74
Gugatan 41 175 142 74 63,01
Permohonan 13 234 239 8 96,76
Gugatan S 25 29 1 72,50
Sederhana
Perlawanan 1 1 1 1 50,00
PHI 33 180 159 54 74,65

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas 1A Tahun 2020 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian
perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dengan
persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara
permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 96,76% dan
penyelesaian pidana anak sebesar 95,56% .

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2020 mengalami peningkatan
sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami

peningkatan paling tinggi adalah perkara gugatan sebanyak 33 perkara dari sisa
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tahun sebelumnya dikarenakan meningkatanya volume perkara yang masuk di

tahun 2020.

B. PENYELESAIAN PERKARA

e Jumlah Sisa Perkara

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah

jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020. Salah satu

faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam

tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir

tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan

pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Biasa

Cepat
Anak

Pra
Peradilan
Tipikor
Gugatan
Permohonan
Gugatan
Sederhana
Perlawanan
PHI

Tabel 2.

Penyelesaian Sisa Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Tahun 2020

Persentase
penyelesaian Perkara

hun 2019 yang
utus tahun 2020

229 100

0 100

3 100

1 100

9 100
39 95,12

13 100

5 100

1 100
30 90,91

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa perkara

tahun 2019 telah diselesaikan pada tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun yang

lalu sebanyak 335 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak

330 perkara.
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e Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tanggal 13 Marct 2014 tentang Penyelosaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan,
bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu
adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak

tanggal penetapan perkara.

Tabel 3.
Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A
Tahun 2020

ymlah Perkara  Jumlah Perkara Persentase
diputus Tepat diputus tidak  penyelesaia

= Tepat Waktu Perkara
Biasa .
Cepat 10 0 100,00
- Anak 42 0 100,00
~ Pra 10 0 100,00
Peradilan
Tipikor 15 15 0 100,00
Gugatan 142 113 29 79,58
Permohonan 239 239 0 100,00
~ Gugatan 29 29 0 100,00
~ Sederhana
Perlawanan 1 1 0 100,00
~ PHI 159 120 39 75,47

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara
dapat diselesaikan waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaian perkaranya
adalah perkara pidana dan perkara hubungan industrial sebesar 75,47% disusul
oleh persentase penyelesaian perkara gugatan yaitu sebesar 79,589%. Rendahnya

persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses

persidangan.
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e Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Dalam Peraturan Makkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara
penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses
yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan. Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2020 dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

~ Jumlah Perkara Status Keberhasilan Mediasi

~ Perdata yang di Tidak Berhasil | Tidak dapat di Dalam Proses
v mediasi laksanakan

107 6 8

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2020
adalah sebanyak 12 perkara atau 9,02% dari jumlah perkara perdata yang

dilakukan mediasi sebanyak 133 perkara.

e Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa
musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak
dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-

pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui
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pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum
Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelakwkorban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A
Tahun 2020

Jumlah - Jumlah Status Keberhasilan Diversi ,‘
- Perkara Perkara Pidana | Berhasil Tidak Tidak dapat di | Dalam Proses
Pidana Anak | yang di Diversi Berhasil laksanakan |

45 7 38 0 0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2020 perkara
anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang
Kelas IA adalah sebanyak 7 perkara atau sebesar 15,56% dari jumlah perkara
pidana anak tahun 2020 sebanyak 45 perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke
1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan
Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk
pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam
arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah

digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur

10
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dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum,
di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti
seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan
kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-
Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah
dirath oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus
senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016
tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan
akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic ( enam bulan
sekali ) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih
dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan,
aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1307/DJU/SK/OTO01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017
tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent).

Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir
1. | Kepemimpinan (Leadership) 200 142
2. | Fokus Pelanggan / Pengguna (Customer | 200 141
Focus)
3. | Manajemen Proses (Process Management) 200 136
4. | Perencanaan Strategis (Strategic Planning) 100 74
5. | Manajemen  Sumber Daya (Resource | 100 72
Management)
6. | Sistem Dokumen (Dokumen System) 100 71
7. | Hasil Kinerja (Performance Result) 100 71
Jumlah 1000 707

11
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Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3
(tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat
dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri /
PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilan Pertama
sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan
sebelumnya. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan
aplikasi SKYPE untuk sidang anak.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang
Kelas IA mengikuti kegiatan surveilan oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan
Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November
2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim asessemen akreditasi penjaminan mutu
Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen
Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi
untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan
Mutu dilanjutkan. Seluruh temuan yang terdapat dalam laporan hasil assesmen
tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum baik yang berupa minor dan
observasi/saran/potensi  ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti oleh
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan dikirim melalui alamat

email badilum.apm2@gmail.com dan ptbanten judge@yahoo.co.id.

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten
mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada
tanggal 25-26 November 2020 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa

temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

1.  Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah
setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau

tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan
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